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ABSTRAK 
 Kecamatan merupakan pemerintah tingkat daerah yang memberikan 
pelayanan publik kepada masyarakat yang bersifat operasional. Pelayanan yang 
diberikan harus sesuai dengan kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu 
Kecamatan (PATEN). Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) 
merupakan penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan dari tahap 
permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dalam satu tempat. Kebijakan ini 
dan relasinya terhadap peningkatan kualitas pelayanan adalah hal menarik. 
Penelitian dengan judul “Kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Di Kantor 
Kecamatan Arcamanik Kota Bandung”, memiliki rumusan masalah bagaimana 
Pelaksanaan Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Tentang 
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di kantor Kecamatan 
Arcamanik Kota bandung. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah  untuk 
mengetahui kualitas Pelayanan Administrasi Terpadu kecamatan  di Kantor 
Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. 
 Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan 
deskriptif. Adapun Sumber data yang digunakan adalah data-data primer dan 
sekunder dari observasi dan wawancara, serta buku-buku, internet, dan dokumen 
yang disediakan Kantor Kecamatan Arcamanik Kota Bandung. Landasan teori 
yang digunakan adalah teori kualitas pelayanan. 
 Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan faktor 
pendukung dan penghambat kualitas pelayanan administrasi terpadu Kecamatan 
(PATEN). Faktor penghambat pelaksanaan PATEN di Kantor Kecamatan 
Arcamanik Bandung adalah faktor penghambatnya bukan dari kecamatan, tetapi 
dari pusat. Sedangkan faktor pendukungnya adalah semangat yang diberikan 
pegawai satu sama lain, mengadakan rapat koordinasi atau semacam evaluasi 
setiap tiga bulan kemudian memberikan penanaman kesadaran melayani 
masyarakat dengan ikhlas dan sesuai dengan hati nurani. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
ABSTRAK 
 Subdistrict is a regional level government that provides public services to 
the community that is operational in nature. Services provided must be in 
accordance with the District Integrated Administrative Services policy 
(PATENT). Integrated Subdistrict Administrative Services (PATEN) is the 
implementation of public services in the Subdistrict from the application stage to 
the publication of documents in one place. This policy and its relation to 
improving service quality are interesting things. Research entitled "Quality of 
Integrated District Administration Services Based on Minister of Home Affairs 
Regulation Number 4 of 2010 at Arcamanik District Office in Bandung City", has 
a formulation of the problem of how the Implementation of Minister of Home 
Affairs Regulation Number 4 of 2010 concerning District Integrated 
Administrative Service Guidelines in Arcamanik City District Office Bandung. 
The purpose of this research was to find out the quality of Integrated 
Administrative Services in sub-districts of Arcamanik District Office, Bandung 
City. 
 This research is  qualitative research with a descriptive approach. The data 
sources used are primary and secondary data from observations and interviews, as 
well as books, internet, and documents provided by Arcamanik District Office, 
Bandung City. The theoretical foundation used is the theory of service quality. 
 Based on the analysis carried out, conclusions were obtained from the 
supporting factors and inhibitors of the quality of integrated District 
administration services (PATEN). The inhibiting factor for implementing PATEN 
in Arcamanik District Office Bandung is the inhibiting factor not from the sub-
district, but from the center. While the supporting factors are the enthusiasm given 
by employees to each other, holding a coordination meeting or some kind of 
evaluation every three months then giving awareness to serving the community 
sincerely and in accordance with their conscience. 
 
